
KETIGA •••••••••• 

: l. Membentuk Direktorat Perentjanaan dan Pembangunan 
Industri Maritim jang menampung dan melaksanakan tugas 
Direktorat Djenderal Industri Maritim jang meliputi: 
a. Merentjanakan Pembangunan Indust~i Maritim; 
b , Melaksanakan Pembangunan Industri Maritim~· 

2. Direktorat Perentjanaan dan Pembangunan Industri Mari­ 
tim termasuk kedalam Departemen Perindustrian dan bera­ 
da langsung dibawah Menteri Perindustrian. 

: l. Membentuk Direkturat Produksi dan Djasa Industri Maritim 
jang menampung dan melaksanakan tugas Direktorat Djende­ 
ral Maritim jang meliputi: 
a. dok dan reparasi kapal; 
b. salvage dan keselamatan air; 
c. pengurusan galangan-galangan kapal jang telah beker­ 

dja/djadi; 
2. Direktorat Produksi dan Djasa Industri Maritim tez;masuk 

kedalam Departemen Perhubungan dan berada langsung diba­ 
wah Menteri Perhubungan; 

MEMUTUSKAN: 

: bahwa untuk pendaja-gur,.aan dan kelantjaran kerdja dari 
I 

Direktorat Djenderal Industri Maritim, perlu mengadakan 
pemisahan tugas kegiatan dari Direktorat Djendera.J.. terse­ 
but serta memasukkannja kedalam Departemen Perhubungan 
dan Departemen Perindustrian; 

: lo Undang-Unda.ng Das ar ~~~5'.::.pasal 4 aj at (l); 
-, 2. Keputusan Presiden R._I. No. 183 T2.hun 1968; 

3. Keputusan Presiden R.I. No. 18~ Tahun 1968; 

PRE3IDEN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSAN PR:ESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO. l97 TAHUN 1968, 

PRE SI DEN 
REPUBLIK lNDONESIA 

..... 
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SOEHARTO 
DJENDER.AL - TNI 

------------------------------- 
Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : .17. Djuni -1968. 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEN AM 

KE LIMA 

KEEMPAT 

,, 
Dengan adanja pemisahan tugas dan pembentukan Direk- 
torat-d.irektorat seperti. tersebut dalam PER.TAMA. dan 

KEDUA Keputusan ini, Direktorat DjenderaJ... Industri 
Mari. t Lm di tiadakan; 

: Pelaksanaan dari.pada Keputusan ini dila.kukan setjepat­ 
tjepatnja oleh Menteri. Perhubungan bersama-sama dengan 
Menteri Perindustrian; 

: Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini a.kan diatur 
tersend.iri. - 
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